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ABSTRACT 
Purpose: This study aims to empirically prove the effect of apparatus 
morality and whistleblowing system on the prevention of village fund 
fraud. 
Methodology/Approach: This study is a quantitative research 
with primary data sources obtained from distributing questionnaires to 
respondents. The sampling technique used was purposive sampling 
technique. The sample of this study consisted of 174 village apparatuses 
in Pangkah District, Tegal Regency. The analysis technique used to test 
the hypothesis was multiple linear regression. 
Findings: The results showed that apparatus morality and 
whistleblowing system had a positive effect on the prevention of village 
fund fraud.  
Practical and Theoretical Contribution/Originality: The 
results of this study are expected to contribute to improving the 
effectiveness of village fund management against the potential for fraud 
and also useful as a source of reference for other similar studies. 
Research Limitation: The limitation of this study lies in the use 
of questionnaires as the only method of data collection, which may result 
in inaccurate answers from respondents. Further research is suggested to 
add interview methods to deepen the topic under study, as well as reduce 
potential bias. 
 
KEYWORDS: Apparaturs Morality, Fraud Prevention, Village 
Fund, Whistleblowing System. 
 
ABSTRAK  
Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk 
membuktikan secara empiris pengaruh moralitas aparatur 
dan sistem pelaporan pelanggaran terhadap pencegahan 
kecurangan dana desa.  
Metode/Pendekatan: Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif dengan sumber data primer yang diperoleh dari 
penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 
purposive sampling. Sampel penelitian ini terdiri dari 174 
aparatur desa di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. 
Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis 
adalah regresi linier berganda. 
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Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas 
aparatur dan sistem pelaporan pelanggaran berpengaruh 
positif terhadap pencegahan kecurangan dana desa.  
Kontribusi Praktik dan Teoretis/Orisinalitas: Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi guna 
meningkatkan keefektifan pengelolaan dana desa terhadap 
potensi kecurangan dan juga bermanfaat sebagai sumber 
referensi bagi penelitian lain yang sejenis. 
Keterbatasan Penelitian: Keterbatasan penelitian ini 
terletak pada penggunaan kuesioner sebagai satu-satunya 
metode pengumpulan data, yang kemungkinan terdapat 
jawaban kurang tepat dari responden. Penelitian selanjutnya 
disarankan untuk menambahkan metode wawancara guna 
memperdalam topik yang diteliti, serta mengurangi potensi 
bias.  
 
KATA KUNCI: Dana Desa, Moralitas Aparatur, 
Pencegahan Kecurangan, Sistem Pelaporan Pelanggaran.  

PENDAHULUAN 

Dana desa merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat kepada desa dengan fokus utama 
untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dalam 
pelaksanaannya masih terdapat potensi kecurangan (Kemenkeu, 2017; Saputra et al., 2022; 
Sofyani & Ardiyanto, 2022). Menurut Indonesia Coruption Watch (2023), dana desa menjadi 
sektor dengan kasus korupsi tertinggi selama periode 2016-2022. Peningkatan kasus terjadi 
setiap tahunnya. Pada tahun 2016, terdapat 17 kasus, yang naik menjadi 48 kasus pada 2017. 
Kasus terus bertambah, menjadi 83 pada 2018, 96 pada 2019, 129 pada 2020, 154 pada 2021, 
dan 155 pada 2022. Salah satu contoh kasus penyelewengan dana desa yaitu terjadi di Desa 
Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal yang melibatkan kades, sekdes, dan kaur 
umum. Ketiga tersangka dianggap telah menyalahgunakan dana untuk proyek pembangunan 
fisik dalam APBDes 2019 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 230 juta 
(radartegal.com, 2023).  

Melihat peningkatan kasus kecurangan pada sektor dana desa, maka tindakan pencegahan 
sangat perlu dilakukan (Rifai & Mardijuwono, 2020; Sow et al., 2018; Wahyudi et al., 2022; 
Yusuf et al., 2020). Pencegahan kecurangan merupakan langkah-langkah untuk 
menghentikan terjadinya tindakan kecurangan dengan menyediakan cara yang paling efektif 
(Othman et al., 2015). Pencegahan fraud terdiri dari kebijakan dan prosedur yang bertujuan 
meminimalkan fraud sekaligus memaksimalkan aktivitas deteksi fraud (ACFE, 2019). 
Pemerintah desa harus transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena 
itu, moralitas yang baik pada aparatur desa sangat diperlukan agar pengelolaannya tidak 
terjadi tindak kecurangan. Moralitas memiliki peran penting dalam mengendalikan tindak 
kecurangan, baik di sektor publik maupun swasta (Swanepoel & Meiring, 2017). Moralitas 
yang mencakup integritas, etika, dan komitmen aparatur pemerintah desa dalam menjalankan 
tugas dan tanggung jawabnya menjadi salah satu faktor kunci dalam mencegah terjadinya 
kecurangan pada pengelolaan dana desa (Wahyudi et al., 2022). Sara et al., (2023) dan Wahyudi 
et al., (2021) menyatakan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan 
kecurangan. Berbeda dengan penelitian Sariwati & Sumadi (2021) yang menyatakan bahwa 
moralitas berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan.  
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Sistem pelaporan pelanggaran juga memiliki peran penting untuk meminimalisir tindak 
kecurangan. Penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang baik dan efektif pada suatu 
organisasi dapat mendeteksi, meminimalisir, dan mencegah kecurangan (ACFE, 2022; 
Khusnah & Jannah, 2021). Sistem ini dikatakan efektif apabila memiliki mekanisme 
pelaporan yang jelas dan memberikan perlindungan kepada pelapor (Mandal & Amilan, 
2023). Penelitian Shonhadji & Maulidi (2021) dan Periansya et al., (2023) menyatakan bahwa 
terdapat pengaruh positif antara sistem pelaporan pelanggaran dan pencegahan kecurangan. 
Berbeda dengan penelitian Atmadja et al., (2019) yang menyatakan bahwa tidak terdapat 
pengaruh antara sistem pelaporan pelanggaran dan pencegahan kecurangan. 

Penelitian mengenai peran moralitas aparatur dan sistem pelaporan pelanggaran dalam 
mencegah kecurangan memang telah banyak dilakukan, namun hasil yang ditemukan masih 
beragam. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan kembali untuk mengetahui pengaruh 
moralitas aparatur dan sistem pelaporan pelanggaran terhadap pencegahan kecurangan dana 
desa. Pencegahan kecurangan dana desa menjadi sebuah topik penelitian yang menarik 
mengingat banyaknya kasus kecurangan dana desa dan setiap tahunnya selalu meningkat. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada fokus pencegahan 
fraud, dimana penelitian Shonhadji & Maulidi (2021), Hardika et al., (2021) dan Sow et al., 
(2018) berfokus pada sektor privat, sementara penelitian ini berfokus pada sektor publik 
khususnya sektor dana desa, hal ini didasari oleh fakta bahwa sektor dana desa terus 
menunjukkan tren peningkatan kasus kecurangan setiap tahunnya, sehingga memerlukan 
pemahaman mendalam tentang mekanisme pencegahannya. Selain itu, perbedaan penelitian 
ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan teori. Penelitian ini menggunakan 
teori atribusi sebagai teori utama dalam pengembangan hipotesis, hal ini bertujuan untuk 
memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor internal (moralitas) 
dan faktor eksternal (sistem pelaporan pelanggaran) dapat memengaruhi pencegahan 
kecurangan dana desa. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh moralitas aparatur 
dan sistem pelaporan pelanggaran terhadap pencegahan kecurangan dana desa. Objek 
penelitian ini adalah pemerintah desa di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, alasan 
dipilihnya objek penelitian ini karena adanya kasus kecurangan dana desa di daerah tersebut. 
Selain itu objek penelitian ini juga menerapkan sistem pelaporan pelanggaran yang diatur 
dalam Perbup No. 64 Tahun 2017 tentang “Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tegal”. Dengan melakukan penelitian tentang pencegahan 
kecurangan khususnya pada pemerintah desa di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal maka 
penelitian ini dapat memberikan kontribusi guna meningkatkan keefektifan pengelolaan dana 
desa terhadap potensi kecurangan, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan 
pemangku kebijakan untuk meningkatkan moralitas aparatur serta memperkuat sistem 
pelaporan pelanggaran dalam pengelolaan dana desa, sehingga tujuan utama dana desa yaitu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai dengan optimal. Penelitian ini 
juga diharapkan bermanfaat sebagai sumber referensi bagi penelitian lain yang sejenis 
mengenai moralitas aparatur dan sistem pelaporan pelanggaran dalam konteks pencegahan 
kecurangan dana desa. Dengan mengintegrasikan kedua variabel tersebut, penelitian ini 
memberikan kontribusi teoretis dan menambah wawasan baru dalam literatur tentang 
mekanisme pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa.  

Penelitian ini menggunakan teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider (1958). Teori 
ini menjelaskan penyebab perilaku seseorang berdasarkan dari faktor internal dan eksternal. 
Faktor internal adalah penyebab perilaku seseorang yang berasal dari dalam diri individu 
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seperti sikap, kepribadian, karakter, dan kemampuan, sedangkan faktor eksternal adalah 
penyebab perilaku yang berasal dari luar diri individu seperti lingkungan dan kondisi tertentu. 
Perilaku kecurangan terjadi karena dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Susandya 
et al., 2022). Teori atribusi memiliki relevansi dengan penelitian ini. Moralitas merupakan 
salah satu faktor internal, yang artinya jika aparatur memiliki moralitas tinggi maka dengan 
perilakunya dapat mencegah kecurangan. Sedangkan, sistem pelaporan pelanggaran 
merupakan faktor eksternal, artinya jika sistem pelaporan pelanggaran diterapkan secara 
efektif maka dapat mendorong aparatur untuk mencegah kecurangan. 

Teori atribusi Heider (1958) menjelaskan bahwa karakteristik internal individu, seperti 
moralitas, memiliki peran dan memengaruhi kemampuannya untuk menjadi individu yang 
dapat lebih menilai baik dan buruk sesuatu. Moralitas dapat memengaruhi kecenderungan 
individu untuk terlibat dalam kecurangan. Individu dengan moralitas yang tinggi cenderung 
lebih mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi (Wahyudi et al., 
2021). Hal ini juga didukung oleh teori perkembangan moral Kohlberg (1995) yang 
menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat penalaran moral individu, maka individu akan lebih 
cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan yang benar. Penelitian Wahyudi et al., (2021), 
Saputra et al., (2020), Sara et al., (2023), dan Maifizar et al., (2020) menyatakan bahwa moralitas 
memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Aparatur dengan tingkat 
moralitas yang tinggi akan memiliki keengganan terhadap tindak kecurangan, karena ia sadar 
akan tanggung jawabnya sebagai aparatur desa yang harus bertindak jujur dan transparan 
dalam mengelola dana desa. Oleh karena itu terdapat hubungan positif antara moralitas 
aparatur dan pencegahan kecurangan dana desa. Aparatur yang memiliki tingkat moralitas 
tinggi akan lebih mematuhi aturan, norma, dan etika yang berlaku, sehingga dapat mencegah 
kecurangan.  

Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Moralitas aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dana desa 

Penerapan sistem pelaporan pelanggaran dinilai cukup efektif sehingga banyak organisasi 
yang mengembangkan dan menerapkannya (Pamungkas et al., 2017). Berdasarkan Report The 
Nation ACFE (2022), metode tips/pelaporan memiliki kontribusi paling besar dalam 
mendeteksi kecurangan, mencapai 42%. Teori atribusi Heider (1958) menjelaskan bahwa 
perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yang 
dapat mendorong seseorang untuk mencegah fraud adalah keberadaan sistem pelaporan 
pelanggaran yang didukung oleh prosedur pelaporan yang jelas, wadah pelaporan yang aman, 
responsivitas tinggi dari pihak berwenang, serta perlindungan bagi pelapor dari ancaman atau 
intimidasi (Shonhadji & Maulidi, 2021). Keberadaan sistem pelaporan pelanggaran yang 
efektif pada suatu organisasi dapat mendorong individu untuk mengungkap tindakan 
kecurangan, karena mereka merasa terlindungi saat melaporkannya. Oleh karena itu, semakin 
efektif sistem pelaporan pelanggaran pada suatu organisasi, maka tingkat pencegahan 
kecurangannya semakin tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian Shonhadji & Maulidi (2021), 
Wahyudi et al., (2021), dan Periansya et al., (2023) yang menyatakan terdapat pengaruh positif 
antara sistem pelaporan pelanggaran dan pencegahan kecurangan.  

Semakin efektif sistem pelaporan pelanggaran, maka semakin tinggi tingkat pencegahan 
kecurangan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H2 : Sistem Pelaporan Pelanggaran berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dana desa. 
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METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hubungan antar 
variabel. Populasi penelitian mencakup seluruh aparatur desa dari 23 desa di Kecamatan 
Pangkah, Kabupaten Tegal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling, yang memungkinkan peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria 
pertama yaitu aparatur desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kasi 
pelayanan, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kaur umum&tata usaha, dan kaur 
perencanaan, sedangkan kriteria kedua yaitu aparatur desa yang telah bekerja minimal satu 
tahun. Pemilihan kriteria tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan. Pertama, jabatan-
jabatan tersebut memiliki keterlibatan dan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa. 
Kedua, aparatur yang telah bekerja minimal satu tahun cenderung sudah memahami dengan 
baik struktur, prosedur, dan dinamika kerja dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, 
dengan menentukan kriteria tersebut diharapkan penelitian ini memperoleh jawaban 
kuesioner yang mendalam dari aparatur desa.  

Sumber data penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari distribusi kuesioner kepada 
responden dan unit alanisisnya adalah individu. Instrumen penelitian ini menggunakan 
kuesioner skala Likert 1-5, dimana skor 1 menunjukkan “Sangat Tidak Setuju”, skor 2 “Tidak 
Setuju”, skor 3 “Netral”, skor 4 “Sangat Setuju”, dan skor 5 “Sangat Setuju”. Menurut 
Hertanto (2017), keunggulan skala Likert 1-5 adalah mampu mengakomodir jawaban 
responden yang bersifat netral atau ragu-ragu. Selain itu, Hair et al., (2007) menyatakan bahwa 
penggunaan skala Likert 1-5 dipilih karena skala Likert 7 poin atau 13 poin dapat menyulitkan 
responden dalam membedakan antar poin serta mengolah informasi. Pengukuran setiap 
variabel dalam penelitian ini diuraikan dalam tabel berikut : 

No. Variabel Indikator 

1 Moralitas Aparatur (X1) 1. Kesadaran seorang pegawai 
terhadap tanggung jawab 

2. Nilai kejujuran dan etika 
3. Menaati setiap aturan yang berlaku 
4. Sikap individu dalam melakukan 

tindakan tidak jujur 

(Sumber : Nur et al., 2023) 

2 Sistem Pelaporan Pelanggaran (X2) 1. Persepsi mengenai manfaat 
penerapan sistem pelaporan 
pelanggaran 

2. Efektivitas penerapan sistem 
pelaporan pelanggaran 

 
 

 

 

 

 

Moralitas Aparatur 
(X1) 

Sistem Pelaporan 
Pelanggaran 

(X2) 

Pencegahan Kecurangan 
Dana Desa 

(Y) 

H1 (+) 

H2 (+) 

Gambar 1. 
Model 

Penelitian 
__________ 
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3. Cara pelaporan pelanggaran 
4. Perlindungan terhadap whistleblower 

(Sumber : Susandya et al., 2022) 

3 Pencegahan Kecurangan Dana Desa (Y) 1. Fraud awareness 
2. Swakelola dan partisipatif 
3. Transparan 
4. Demokratis  
5. Akuntabel 

Sumber : (Susandya et al., 2022; 
Wahyudi et al., 2021) 

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling-Partial 
Least Square (SEM-PLS). Pemilihan SEM-PLS didasarkan pada beberapa keunggulannya, 
seperti tingkat fleksibilitas yang tinggi, kekuatan analisis meskipun tidak banyak asumsi, data 
tidak harus terdistribusi normal, serta terhindar dari masalah multikolinearitas antar variabel 
eksogen. Langkah-langkah dalam analisis data meliputi uji outer model uji inner model. Uji 
outer model terdiri dari uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, dan uji reliabilitas. 
Sedangkan, uji inner model terdiri dari uji koefisien determinasi, uji path koefisien, dan uji 
hipotesis (Ghozali, 2021). 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Karakteristik Responden 

Jumlah kuesioner yang didistribusikan kepada responden adalah sebanyak 182 kuesioner. 
Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 182 kuesioner (100%). Jawaban kuesioner yang 
tidak lengkap sebanyak 4 kuesioner, dan kuesioner yang tidak memenuhi kriteria purposive 
sampling sebanyak 4 kuesioner, sehingga jumlah kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 
174 kuesioner (92%). 

Tabel 1.  
Pengukuran 
Variabel 
__________ 
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Keterangan  Deskripsi  Jumlah  Presentase 

 Jumlah Responden 174 100% 

Jabatan  Kepala Desa 23 13% 

 Sekeretaris Desa 23 13% 

 Bendahara Desa 22 13% 

 Kasi Pemerintahan 22 13% 

 Kasi Pelayanan 23 13% 

 Kasi Kesejahteraan 20 11% 

 Kaur Umum & Tata Usaha 23 13% 

 Kaur Perencanaan 18 10% 

Jenis Kelamin Pria  147 84 % 

 Wanita 27 16 % 

Lama Bekerja 1-5 tahun 39 22 % 

 5-10 tahun 38 22 % 

 10-15 tahun 46 26 % 

 15-20 tahun 28 16 % 

 >20 tahun 23 13 % 

Usia <20 tahun  -   0 % 

 20-30 tahun 14 8 % 

 30-40 tahun 46 26 % 

 40-50 tahun 66 38 % 

 50-60 tahun 48 28 % 

 >60 tahun  -   0 % 

Pendidikan SMA/SMK 104 60 % 

 D3/S1 70 40 % 

 S2   -   0 % 

 S3   -   0 % 

Sumber : data diolah, 2023 

Analisis Statistik Deskriptif 

Variabel  Teoritis Aktual Standar 
Deviasi 

Kisaran Mean Kisaran Mean 

Moralitas Aparatur 4-20 12 15-20 18,03 1,573 

Sistem Pelaporan Pelanggaran 8-40 24 15-40 30,45 4,395 

Pencegahan Kecurangan Dana Desa 7-35 21 24-35 29,68 2,812 

Sumber : data primer diolah, 2023 

Tabel 3. diatas menunjukkan bahwa variabel moralitas aparatur memiliki nilai mean aktual 
yang lebih besar daripada mean teoritis (18,03 > 12), hal tersebut menunjukkan bahwa rata-
rata aparatur desa memiliki tingkat moralitas yang tinggi moralitas. Selanjutnya, untuk 
variabel sistem pelaporan pelanggaran menunjukkan nilai mean aktual lebih besar daripada 
mean teoritis (30,45 > 24), yang artinya bahwa sistem pelaporan pelanggaran telah berjalan 
efektif. Terakhir, variabel pencegahan kecurangan dana desa menunjukkan nilai mean aktual 

Tabel 2.  
Karakteristik 

Responden 
__________ 

Tabel 3.  
Hasil Statistik 

Deskriptif 
__________ 
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yang lebih besar daripada mean teoritis (29,68 > 21), sehingga dapat disimpulkan bahwa 
tingkat pencegahan kecurangan pada aparatur desa tinggi. 

Validitas Konvergen 

Uji validitas konvergen dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya kuesioner. Sebuah 
kuesioner dikatakan valid apabila menunjukkan nilai outer loading lebih besar dari 0,70 dan 
dapat juga dilihat pada nilai Average Variance Extracted (AVE) yang nilainya diatas 0,5 (Ghozali, 
2021). Hasil uji validitas konvergen dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Variabel Item Loading AVE Keterangan 

Moralitas Aparatur XM.1 0,819 

0,636 

Valid 

 XM.2 0,871 Valid 

 XM.3 0,782 Valid 

 XM.4 0,709 Valid 

Sistem Pelaporan Pelanggaran XS.1 0,752 

0,587 

Valid 

 XS.2 0,738 Valid 

 XS.3 0,830 Valid 

 XS.4 0,761 Valid 

 XS.5 0,759 Valid 

 XS.6 0,737 Valid 

 XS.7 0,807 Valid 

 XS.8 0,737 Valid 

Pencegahan Kecurangan Dana Desa YP.1 0,717 

0,671 

Valid 

 YP.2 0,821 Valid 

 YP.3 0,900 Valid 

 YP.4 0,863 Valid 

 YP.5 0,828 Valid 

 YP.6 0,831 Valid 

 YP.7 0,758 Valid 

Sumber : data primer diolah, 2023 

Tabel 4. menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada penelitian ini memiliki nilai outer 
loading lebih besar dari 0,7. Selain itu, seluruh variabel pada penelitan ini juga memiliki nilai 
AVE yang lebih besar dari 0,5. Artinya, penelitian ini sudah memenuhi syarat uji validitas 
konvergen. 

Validitas Diskriminan  

Variabel XM XS YP 

Moralitas Aparatur 0,797   

Pencegahan Kecurangan Dana Desa 0,239 0,819  

Sistem Pelaporan Pelanggaran 0,141 0,333 0,766 

Sumber : data primer diolah, 2023 (Catatan : angka yang diberi format bold merupakan nilai akar 
kuadrat AVE) 

Tabel 4.  
Hasil uji 
validitas 
konvergen 
__________ 

Tabel 5.  
Hasil uji 
validitas 
diskriminan 
__________ 
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Hasil uji validitas diskriminan yang dicantumkan pada tabel 5. menunjukkan bahwa nilai akar 
kuadrat AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi. Artinya, penelitian ini 
telah memenuhi syarat uji validitas diskriminan. 

Uji Reliabilitas 

Kuesioner dianggap reliabel apabila jawaban responden terhadap pertanyaan dalam 
kuesioner konsisten atau stabil. Sebuah kuesioner dikatakan reliabel apabila menunjukkan 
nilai cronbach alpha dan composite reliability yang lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2021). 

Variabel Cronbach Alpha Composite Reliability 

Moralitas Aparatur 0,808 0,874 

Sistem Pelaporan Pelanggaran 0,900 0,934 

Pencegahan Kecurangan Dana Desa 0,917 0,919 

Sumber : data primer diolah, 2023 

Hasil uji reliabilitas yang tercantum pada tabel 6. menunjukkan bahwa setiap variabel 
memiliki nilai cronbach alpha dan composite reliability yang lebih dari 0,70. Dari hasil tersebut 
dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik dan 
konsisten dalam mengukur konstruk. 

Pengujian Hipotesis 

 Path Coefficient t-statistic P-value Keterangan 

XM -> YP 0,196 2,214 0,027 H1 diterima 

XS -> YP 0,305 3,954 0,000 H2 diterima 

Adjusted R-Square 0,138 

Sumber : data primer diolah, 2023 

Tabel 7. pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted R-
Square) sebesar 0,138 yang artinya kombinasi dari variabel moralitas aparatur dan sistem 
pelaporan pelanggaran dapat memberikan penjelasan sebesar 13,8% terhadap variebel 
dependen, sedangkan sisanya 86,2% dijeaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam 
penelitian ini.  

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini yaitu moralitas aparatur berpengaruh 
positif terhadap pencegahan kecurangan dana desa. Dari hasil pengujian yang disajikan pada 
tabel 7, menunjukkan nilai path coefficient sebesar 0,196, yang menandakan adanya pengaruh 
positif dan nilai p-value sebesar 0,027 (kurang dari 0,05) yang menunjukkan bahwa pengaruh 
tersebut adalah signifikan. Selain itu, ditambah lagi dengan nilai t statistik sebesar 2,214 (lebih 
dari 1,96). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa moralitas aparatur memiliki pengaruh positif 
dan signifikan dalam mencegah kecurangan dana desa. 

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sistem pelaporan pelanggaran 
berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dana desa. Dari hasil pengujian yang 
disajikan pada tabel 7, menunjukkan nilai path coefficient sebesar 0,305, yang menandakan 

Tabel 6.  
Hasil uji 

reliabilitas 
__________ 

Tabel 7.  
Pengujian 
Hipotesis 

__________ 
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adanya pengaruh positif dan nilai p value sebesar 0,000 (kurang dari 0,05) yang menunjukkan 
bahwa pengaruh tersebut adalah signifikan. Selain itu ditambah dengan nilai t statistik sebesar 
3,954 (lebih dari 1,96). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan pelanggaran 
memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam mencegah kecurangan dana desa. 

Pembahasan  

Pengaruh Moralitas Aparatur terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa moralitas aparatur berpengaruh positif 
terhadap pencegahan kecurangan dana desa, hal ini dibuktikan dengan nilai path coefficient 
sebesar 0,196, yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan nilai p-value 0,027 (<0,05). 
Selain itu, ditambah lagi dengan nilai t statistik sebesar 2,214 (>1,96). Sehingga, dapat 
disimpulkan bahwa H1 diterima. Artinya, tingkat moralitas yang tinggi pada aparatur desa 
dapat mencegah terjadinya kecurangan pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil kuesioner 
yang telah dibagikan kepada responden, rata-rata jawaban responden menunjukkan tingkat 
moralitas yang tinggi, sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan pada pengelolaan dana 
desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi et al., 
(2021), Saputra et al., (2020), Sara et al., (2023), dan Maifizar et al., (2020) yang menyatakan 
bahwa semakin tinggi tingkat moralitas, maka semakin tinggi juga tingkat pencegahan 
kecurangan. 

Hasil penelitian ini mengonfirmasi teori atribusi Heider (1958) yang menjelaskan bahwa 
alasan seseorang berperilaku disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Moralitas aparatur 
merupakan faktor internal yang menyebabkan seseorang berperilaku dalam upaya mencegah 
kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa moralitas 
memiliki peran krusial dalam pencegahan kecurangan, aparatur dengan moralitas tinggi tidak 
akan melakukan kecurangan pada pengelolaan dana desa, karena ia sadar akan tanggung 
jawabnya sebagai aparatur desa yang harus bertindak jujur dan transparan dalam mengelola 
dana desa. Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh positif moralitas aparatur dalam 
pencegahan kecurangan dana desa memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai 
penerapan teori atribusi Heider (1958). Dalam konteks penelitian ini, moralitas aparatur 
sebagai faktor internal memiliki pengaruh dominan dalam menentukan perilaku positif dalam 
pengelolaan dana desa. Implikasi dari teori ini menegaskan bahwa peningkatan moralitas 
internal aparatur desa akan secara langsung memengaruhi kualitas pengelolaan dana desa, 
sekaligus menurunkan potensi kecurangan. 

Hasil penelitian ini juga mendukung teori perkembangan moral Kohlberg (1995) yang 
menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat penalaran moral pada seseorang, maka akan 
semakin melakukan hal-hal yang benar, sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan pada 
suatu organisasi. Integrasi hasil penelitian dengan teori perkembangan moral Kohlberg 
(1995) memberikan wawasan bahwa aparatur desa dengan tingkat moralitas tinggi cenderung 
menjalankan tugas mereka dengan integritas yang lebih tinggi, mereka lebih memilih untuk 
bertindak dengan cara yang etis meskipun dihadapkan pada tantangan dan godaan. Teori 
perkembangan moral Kohlberg (1995) memberikan kerangka kerja teoretis yang mengaitkan 
tingkat penalaran moral dengan keputusan etis, dan dalam konteks penelitian ini, konsep 
tersebut dapat diterapkan untuk menginterpretasikan bagaimana moralitas aparatur desa 
dapat menjadi faktor penentu dalam mencegah kecurangan. 
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Pengaruh Sistem Pelaporan Pelanggaran terhadap Pencegahan Kecurangan Dana 
Desa 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sistem pelaporan pelanggaran berpengaruh 
positif terhadap pencegahan kecurangan dana desa, dengan nilai path coefficient sebesar 0,305, 
yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan nilai p-value 0,000 (<0,05). Selain itu, 
ditambah lagi dengan nilai t statistik sebesar 3,954 (>1,96). Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa H2 diterima. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada responden, rata-
rata jawaban menunjukkan bahwa sistem pelaporan pelanggaran berjalan dengan efektif. 
Artinya, dengan penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dapat meningkatkan 
pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Shonhadji & Maulidi (2021), Wahyudi et al., (2021), dan 
Periansya et al., (2023) yang menyatakan bahwa semakin efektif penerapan sistem pelaporan 
pelanggaran pada suatu organisasi, maka semakin tinggi tingkat pencegahan kecurangan.  

Hasil penelitian ini mengonfirmasi teori atribusi Heider (1958) yang menjelaskan bahwa 
alasan seseorang berperilaku disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal 
yang dapat mendorong seseorang untuk mencegah fraud adalah keberadaan sistem pelaporan 
pelanggaran yang didukung oleh prosedur pelaporan yang jelas, wadah pelaporan yang aman, 
responsivitas tinggi dari pihak berwenang, serta perlindungan bagi pelapor dari ancaman atau 
intimidasi. Penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dapat mendorong individu 
khususnya aparatur desa untuk lebih proaktif dalam mencegah terjadinya tindak kecurangan 
(Shonhadji & Maulidi, 2021). Dalam konteks penelitian ini, sistem pelaporan pelanggaran 
dianggap sebagai salah satu faktor eksternal yang memengaruhi aparatur desa dalam 
melaporkan tindak kecurangan sebagai upaya pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa. 
Berdasarkan teori atribusi, aparatur desa beranggapan bahwa sistem pelaporan pelanggaran 
yang efektif memberikan mereka alasan eksternal yang kuat untuk melaporakan tindak 
kecurangan, terutama jika mereka yakin bahwa laporan mereka akan diterima, ditindaklanjuti, 
da mereka akan dilindungi dari ancaman. Implikasi teori atribusi dalam konteks temuan 
penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan aparatur desa untuk melaporkan kecurangan 
sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka mengenai efekivitas sistem pelaporan pelanggaran. 
Hal ini menegaskan pentingnya memiliki dan mempertahankan sistem pelaporan pelanggaran 
yang efektif, karena sistem tersebut dapat berfungsi sebagai faktor eksternal yang mendorong 
aparatur desa untuk melaporkan tindak kecurangan. Oleh karena itu, penerapan teori atribusi 
dalam temuan ini tidak hanya mengonfirmasi teori tersebut, tetapi juga memperluas 
pemahaman tentang bagaimana faktor eksternal, seperti sistem pelaporan pelanggaran dapat 
memengaruhi keputusan dan perilaku individu. 

 

SIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas aparatur dan sistem pelaporan pelanggaran 
memiliki pengaruh positif dalam upaya pencegahan kecurangan dana desa. Ini menandakan 
bahwa ketika aparatur desa memiliki moralitas yang tinggi dan didukung dengan sistem 
pelaporan pelanggaran yang efektif, kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan 
dana desa dapat diminimalkan. Berdasarkan temuan empiris tersebut, penelitian ini 
memperkaya literatur sebelumnya dengan mengonfirmasi pentingnya moralitas dan sistem 
pelaporan pelanggaran dalam konteks pengelolaan dana desa. Hal ini menegaskan bahwa 
teori-teori yang mengaitkan antara moralitas, sistem pelaporan pelanggaran, dan pencegahan 
kecurangan dana desa memang relevan dan dapat diterapkan dalam praktik nyata, khususnya 
pada lingkup pemerintah desa. 
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Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan kuesioner sebagai satu-satunya metode 
pengumpulan data, yang terkadang terdapat kemungkinan jawaban dari responden yang 
kurang tepat atau bahkan asal-asalan. Oleh karena itu, bagi penelitian selanjutnya disarankan 
untuk menambahkan metode wawancara sebagai pendekatan tambahan. Hal ini bertujuan 
untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan komprehensif tentang topik yang sedang 
diteliti, serta mengurangi potensi bias dari jawaban responden. 
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